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Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, 
salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan 
tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Penelitian 
ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era 
globalisasi, dan bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan 
pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi 
yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi 
pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas 
sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif 
dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum 
waris, hak ulayat, gadai,sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber 
inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses 
penemuan hukum. Selain itu, keberadaan pranata tersebut dapat dijadikan sebagai 
referensi dalam pembentukan hukum nasional dan berperan penting sebagai 
sumber dalam proses penemuan hukum di Indonesia. 

 

I. PENDAHULUAN 
  

Eksistensi hukum adat sebagai living law 

bangsa Indonesia semakin hari semakin 
termarginalkan. Hukum adat yang semula 
menjadi hukum yang hidup dan mampu 
memberikan solusi dalam berbagai permasalahan 
pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin 
hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam 
kenyataan empiriknya kadangkala banyak 
bermunculan berbagai masalah yang dihadapi 
masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat 
berhadapan dengan hukum positif. Contohnya 
ketika hak- hak tradisional masyarakat 
berhadapan dengan kepentingan investor melalui 
sarana hukum negara.Perkembangan Sistem 
Hukum Indonesia 

yang cenderung lebih memilih civil law 
dan common law system dan politik hukum 
Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan 
unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya 
pranata hukum adat. Bahkan tidak dapat 
dipungkiri kenyataan ini bahwa saat ini, terkait 
aktivitas ekonomi, hukum positif bertransformasi 

menuju sistem hukum Islam (syariah). Dapat 
dikatakan bahwa dalam aktivitas bisnis seperti 
hukum perseroan, hukum pembiayaan baik dalam 
perbankan, pasar modal dan asuransi serta 
hukum kontrak berlaku dualisme sistem hukum, 
yakni konvensional dan syariah. Terkait dengan 
eksistensi prinsip syariah dalam aktivitas 
ekonomi, penulis berpendapat bahwa justru 
pranata hukum adat yang berkenaan dengan 
aktivitas ekonomi banyak memiliki kesamaan 
pandangan dengan prinsip syariah, antara lain 
mengutamakan prinsip keseimbangan, larangan 
eksploitasi tanpa batas dan pembangunan 
berkelanjutan. Dengan demikian, saat ini selain 
hukum Adat, maka prinsip syariah pun menjadi 
sumber pembentukan hukum nasional. Semakin 
terpinggirkannya keberadaan hukum adat 
sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, 
salah satunya karena anggapan bahwa hukum 
adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat 
menjangkau perkembangan jaman (globalisasi 
dan teknologi). Implikasi dari politik hukum 
Indonesia ini dirasakan pula di dalam pe mecahan 
permasalahan di masyarakat yang menafikan 
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hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. 
Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, 
antara masyarakat adat di satu wilayah, 
seharusnya dapat diselesaikan melalui peran 
lembaga penyelesaian masyarakat adat. Masalah 
krusial yang timbul dalam keseharian adalah 
perbedaan persepsi antara penguasaan tanah 
oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan 
kepentingan umum yang menjadi beban dan 
kewajiban negara. Contoh lain adalah gagasan 
agar dasar patut dipidananya suatu perbuatan 
diperluas ke ranah nilai hukum adat. 

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di 

Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli 

hukum justru mempelajari hukum adat sebagai 

hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. 

Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa 

apabila “seseorang ingin mendapatkan 

pengetahuan dan keterangan tentang hukum 

yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman 

bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, 

maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di 

Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak 

kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini 

mengandung pengakuan bahwa pluralisme 

hukum di lingkungan adat merupakan hal yang 

unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat 

Indonesia. Kusni Sulang (Anggota Lembaga 

Kebudayaan Dayak Palangka Raya) bahkan 

menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat 

sebagai rahmat. Pluralisme hukum mampu 

menjadi pemersatu, menjadi solusi bahkan 

menciptakan ketentraman dalam pergaulan 

hidup masyarakat. Hingga saat ini, pluralisme 

hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang 

secara dinamis mengikuti perkembangan 

masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada 

karakteristik masyarakat adat dan pola pikir 

participerend coschmish menarik minat para 

pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek 

penelitian. Sekedar mengingatkan, saat ini 

terkait dengan penyelesaian sengketa baik 

perdata maupun pidana berkembang metode 

atau pen-dekatan yang dikenal dengan 

pendekatan restoratif (restorative approach), 

yang mirip dengan pola pikir participerend 

coschmish yang dianut oleh masyarakat adat. 

Implementasi pemulihan keadaan 

keseimbangan berdasar- kan pola pikir 

participerend coschmish tersebut, menjelma 

dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus 

(rites de passage). Fakta ini menunjukkan bahwa 

konsepsi dan pola pikir adat ternyata bukan saja 

masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi 

negara-negara lain untuk mengembangkan 

hukum guna memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 

Masyarakat adat memiliki pola yang sama 

dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, 

yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat 

dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga 

pemulihan menjadi sangat efektif. Contoh lain, 

Universitas Utrecht berupaya mendorong 

digunakannya musyawarah mufakat model ma- 

syarakat adat Melayu dalam menyelesaikan per- 

masalahan yang terjadi. Dalam masyarakat 

Adat, penyelesaian sengketa melalui musyawa- 

rah merupakan hukum yang hidup dan dikenal 

hampir di setiap lingkaran hukum (rechtskring). 

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini 

selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), 

baik dalam mencegah adanya pelanggaran 

hukum (preventieve rechtszorg) maupun 

memulihkan hukum (rechtsherstel). Sebaliknya, 

Indonesia memberlakukan Undang-undang 

Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai 

pilihan penyelesaian di luar pengadilan, yang 

secara nyata ter- inspirasi oleh perkembangan 

penyelesaian seng- keta di negara dengan 

common law system. Selanjutnya, dapat dilihat 

bahwa dalam rangka kodifikasi dan unifikasi 

hukum di Indonesia, berbagai peraturan 

perundang-undangan mengacu pada sistem 

hukum common law, civil law dan syariah. 

Penerimaan secara utuh sistem hukum 
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lain dalam pembentukan perundang-undangan 

di Indonesia dalam implementasinya 

kadangkala menimbulkan benturan dengan rasa 

keadilan masyarakat di Indonesia. Contoh 

konkrit, bidang hukum ekonomi, khususnya 

Pasar modal misalnya banyak mengembangkan 

jenis-jenis perjanjian tidak bernama seperti 

kontrak investasi kolektif, perjanjian 

perwaliamanatan, perjanjian kepialangan, dan 

transaksi derivatif. Khusus praktik transaksi 

derivatif, pengadilan masih menggolongkan 

transaksi derivatif di pasar modal sebagai 

perjanjian untung-untungan berdasarkan Pasal 

1774 KUHPerdata. Pandangan yang keliru 

tentang transaksi derivatif ini terlihat dari kasus 

derivatif yang terjadi di dunia perbankan antara 

Bank Niaga dan Dharmala Agrifood, Bank Niaga 

dan Suryamas Duta Makmur, Mayora Indah dan 

Bankers Trust, Bank Credit Lyonnais Indonesia 

dan PT Nugrasentana. Pengadilan beranggapan 

bahwa transaksi derivatif dianggap tidak 

memenuhi causa yang halal sebagai salah satu 

syarat sah perjanjian seba- gaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata . Contoh kasus 

tersebut membuktikan bahwa penerimaan 

sistem hukum tertentu kadangkala sulit 

diterapkan dalam masyarakat tertentu. 

Beberapa pemikiran yang terkandung da- 

lam teori living law, diantaranya menyatakan 

bahwa di dalam suatu proses pembentukan pe 

raturan perundang-undangan adalah mutlak ha- 

rus memperhatikan nilai-nilai dan norma–

norma hukum yang hidup dan berlaku dalam 

masya- rakat. Apabila berlakunya suatu undang-

undang bertentangan dengan nilai-nilai dan 

norma–norma hukum yang hidup dan berlaku 

dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat 

penolakan. Dalam konteks Indonesia, living law 

masyarakat Indonesia adalah hukum Adat. 

Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai 

sumber hukum oleh hakim jika undang-undang 

memerintahkan demikian. Hukum Adat meru- 

pakan hukum yang tidak dikodifikasi di 

kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing 

(antara lain Tionghoa dan Arab). 

 

 
 

II. METODE PENELITIAN  
Untuk memudahkan pengerjaan penelitian 

ini maka diperlukan suatu metode penelitian, 
teknik pengumpulan data dan metode pen- 
dekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan 
metode penelitian deskriptif analitis dengan 
pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan 
informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi 
pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya 
dilakukan secara interdisipliner dan 
multidisipliner serta lintas sektoral. Data 
sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier serta informasi tersebut kemudian 
dianalisis secara yuridis kualitatif dengan 
mendalam sehingga diperoleh gambaran 
mengenai hukum adat. Teknik 
pengumpulann data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan.  

Hasil studi kepustakaan kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode analisa 
data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak 
didasarkan pada angka-angka statistik melainkan 
disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara 
asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori 
hukum dengan fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat (melalui interpretasi yuridis). 

 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum adat selain dapat digolongkan ber 
dasarkan keragaman sebagaimana terdapat 
dalam lingkungan-lingkungan hukum 
(rechtskring), juga dapat dilihat dari perspektif 
lain, yakni dari bidang kajian, yaitu hukum adat 
mengenai tata susunan warga (hukum tata 
negara), hukum adat mengenai hubungan antar 
warga (hukum perdata), dan hukum adat tentang 
delik (hukum pidana). 24 Berdasarkan hal 
tersebut dan untuk mengkaji hukum adat yang 
masih relevan, digunakan sebagai sumber 
pembentukan hukum nasional, peneliti terlebih 
dahulu menetapkan rambu-rambu sebagai 
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berikut. Pertama, kajian dilakukan dengan 
terlebih dahulu melihat bidang-bidang hukum 
yang bersifat netral dan non netral (sensitif). 
Dimaksudkan dengan bidang hukum netral 
adalah bidang hukum yang tidak berkaitan 
langsung dengan aspek spiritual manusia, seperti 
hukum benda, hukum perjanjian dan bidang 
hukum ekonomi, sedangkan bidang hukum non 
netral adalah bidang hukum yang berkaitan erat 
dengan spiritual manusia seperti hukum 
perkawinan, hukum waris dan hukum tanah.  

Kedua, berlandaskan hukum adat yang 
tidak menghambat perkembangan masyarakat 
yang berkeadilan. Ketiga, hukum adat yang 
masih dianggap relevan tersebut diharapkan 
menjadi sumber pembentukan unifikasi dan 
kodifikasi di bidang hukum tertentu. 
Berdasarkan rambu di atas, maka peneliti 
melakukan kajian terhadap hukum 
ketatanegaraan dan hukum perdata adat. 

A.Susunan Masyarakat Adat 
(Pemerintahan) 

Hukum adat mengenai tata susunan warga 
meliputi semua yang mengenai susunan dan 
ketertiban dalam persekutuan masyarakat adat. 
Masyarakat adat disatukan oleh persekutuan 
hukumnya masing-masing, yang mana 
persekutuan hukum memiliki susunan, alat 
kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan 
hukum memiliki anggota-anggota yang merasa 
dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu 
padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum 
terbentuk berdasarkan faktor geneologis dan 
teritorial. Faktor geneologis mengikat orang-
orang menurut garis keturunan. Berdasarkan 
garis keturunan terdapat tata susunan hukum 
yang tersusun berdasarkan garis keturunan 
Bapak(patrilineal), garis keturunan Ibu 
(matrilineal), dan berdasarkan garis keturunan 
kedua-duanya (parental). Adapun faktor teritorial 
mengikat anggota-anggota persekutuan hukum 
berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu 
daerah yang sama. Persekutuan hukum 
berdasarkan faktor teritorial meliputi, desa, 
daerah, dan perserikatan desa. Persekutuan desa 
adalah apabila suatu tempat kediaman bersama 
mengikat suatu persekutuan manusia di atas 
daerahnya sendiri. Persekutuan daerah adalah 

apabila terdapat beberapa tempat kediaman 
bersama dalam suatu daerah tertentu dan 
senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang 
tertentu dan masing-masing dikepalai oleh 
pejabat, dimana tempat-tempat kediaman 
tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu 
persekutuan yang mempunyai batas-batas dan 
pemerintahan sendiri, serta hak wilayah sendiri. 
Perserikatan desa adalah apabila persekutuan-
persekutuan desa masing-masing lengkap dengan 
pemerintahan dan daerah sendiri dan terletak 
berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk 
memelihara kepentingan bersama dengan 
mengadakan perjanjian untuk memelihara ke- 
pentingan bersama derngan mengadakan suatu 
pemerintahan yang bersifat kerjasama antara 
pemerintah-pemerintah tersebut, dimana kepala-
kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan 
wilayah tersendiri. pemerintah-pemerintah 
tersebut, dimana kepala-kepala desa yang 
tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri. 

Tuntutan nasionalisme terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia telah memaksa 
persekutuan hukum berdasarkan faktor geneo- 
logis tidak dapat dimunculkan kepermukaan, 
selain itu penyebab lainnya adalah karena 
susunan masyarakat tertib geneologis tersebar 
pada daerah-daerah karena tidak memiliki 
wilayah sendiri. Namun tidak demikian halnya 
pada susunan masyarakat berdasarkan faktor 
teritorial seperti Nagari di Minangkabau dan 
Subak di Bali hingga kini keberadaannya masih 
sejalan dengan perkembangan pemerintahan, 
bahkan pada era otonomi daerah konsep 
pemerintahan Nagari telah menginspirasi 
revitalisasi otonomi desa. Keberadaan 
persekutuan hukum adat sebagai sa- lah satu 
sistem pemerintahan di daerah secara yuridis 
formal mendapat landasan yang kuat.         

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia 
diakui secara konstitusional sebagaimana diatur 
dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat 
(2): “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang”. Dalam tataran 
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praktis misalnya UUD 1945 yang mengintrodusir 
Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, 
Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui 
dalam hukum adat. Selain dilindungi oleh 
konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga di- 
lindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:  

Dalam rangka penegakan Hak Asasi 
Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam 
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 
pemerintah… Identitas budaya masyarakat 
hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat 
dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.  

Nagari di Propinsi Sumatera Barat 
merupakan pembagian wilayah administratif 
sesudah kecamatan menggantikan istilah 
desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang Wali 
Nagari yang dibantu oleh beberapa Wali 
Jorong (Sekretaris Nagari). Wali Nagari dipilih 
oleh Anak Nagari (penduduk nagari) secara 
demokratis. Nagari secara administratif 
pemerintahan saat ini di bawah kecamatan 
yang merupakan bagian dari perangkat 
Daerah Kabupaten, sedangkan pada struktur 
Pemerintahan Kota, Na- gari tidak dikenal lagi. 
Nagari memiliki otonomi sehingga Nagari 
dapat dianalogikan dengan otonomi desa. 
Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan 
Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga yang 
beranggotakan dari unsur alim ulama, cerdik 
pandai, dan ninik mamak (tigo tungku sejara- 
ngan). Keputusan penting yang akan diambil 
selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari 
dengan Kerapatan Adat Nagari. Adapun untuk 
bidang legislasi terdapat Badan Musyawarah 
Nagari (BMN). Nagari juga memiliki harta 
kekayaan sendiri seperti hak ulayat. Di 
Kabupaten Solok saat ini Nagari memiliki 111 
(seratus sebelas) kewenangan termasuk 

didalmnya Izin Mendirikan Bangunan dan 
Surat Izin tempat Usaha (SITU). Di Indonesia 
persekutuan hukum sejenis Nagari terdapat 
kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) yang 
dihuni oleh sekitar 70 (tujuh puluh) juta 
penduduk,27 mereka tinggal di daerah- daerah 
pedalaman dan hutan. Keberadaannya sangat 
sulit dijangkau oleh pemerintah daerah 
setempat. Oleh karena itu untuk efektivitas 
pelayanan pemerintahan dan dalam upaya 
mensejahterakan masyarakat yang tinggal di 
daerah pedalaman maka revitalisasi 
pemerintahan Nagari dan sejenisnya 
merupakan hal yang penting dan segera 
diwujudkan, karena sangat sejalan dengan 
konsepsi otonomi daerah. 

B. Perkawinan Dan Kewarisan Adat Hukum  

   Perkawinan dan kewarisan adat 

merupakan bidang hukum yang non netral 

(sensitif), oleh karena itu politik hukum di bidang 

perkawinan dan kewarisan, hukum adat menjadi 

landasan didalam pembentukan hukum nasional. 

Berdasarkan hal itu, peneliti akan memfokuskan 

bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata 

adat, yakni hukum yang berkaitan dengan hukum 

kekeluargaan meliputi hukum pertalian sanak 

(hukum kekerabatan) dan perkawinan. Selain itu, 

bidang hukum waris, yang bertalian erat dengan 

bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dari 

sistem kekerabatan dan perkawinan. 

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakhiri 

pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang 

hukum perkawinan telah terjadi unifikasi 

sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Namun 

demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi 

hukum perkawinan merupakan unifikasi yang 

unik, karena sebenarnya masih mengakui 

berlakunya beragam sistem hukum agama. 

Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah 

diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan 

penelitian tentang hukum adat Indonesia.28 Hal ini 
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terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang 

mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama. 

Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan 

Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat 

dan hukum Islam.29 Apabila dicermati lebih lanjut, 

pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat 

di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

ini. Hubungan anak dengan saudara dari pihak ibu 

sederajat dengan saudara dari pihak bapak dalam 

susunan pertalian parental atau pertalian dua sisi, 

atau bilateral. Terhadap anak tersebut berlaku 

peraturan-peraturan yang sama tentang 

perkawinan, kewajiban memberi nafkah, 

penghormatan, dan perwarisannya. Dalam 

susunan parental seorang anak hanya 

memperoleh semenda dengan jalan perkawinan. 

Dalam susunan pertalian menurut garis bapak 

atau patrilineal seorang anak menemukan 

saudara kandungnya hanya dari garis keturunan 

bapak. Keluarga dari garis Ibu bukan termasuk 

sanak saudara anak tersebut. Peraturan-

peraturan yang berlaku bagi si anak mengenai 

pantangan kawin, hukum waris, dan kewajiban 

memberi nafkah terhadap saudara kandung 

ayahnya berbeda dengan saudara kandung 

ibunya. Pada umumnya saudara kandung bapak 

lebih penting bagi si anak dari pada saudara 

kandung ibunya. Pada susunan pertalian menurut 

garis ibu atau matrilineal, yang terhitung saudara 

kandung dari si anak ialah ibunya, dan 

selanjutnya mereka yang bersama-sama dari 

seorang ibu asal dihitung menurut garis ibu. 

Bagi masyarakat adat perkawinan meru- 

pakan masalah yang menyangkut seluruh perse- 

kutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi 

persoalan keluarga di daerah-daerah dimana 

terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi 

persoalan family, keturunan, dan klan terutama 

pada masyarakat adat yang menganut garis 

keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan 

pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal 

menjadi landasan aturan dalam perkawinan 

seperti larangan perkawinan dengan orang-orang 

tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan 

perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat 

yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, 

masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin 

jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain, 

Kawin lari atau kawin merat merupakan 

perkawinan yang dilakukan karena tidak disetujui 

oleh orang tua, atau dikarenakan pihak laki- laki 

tidak mampu membayar biaya perkawinan yang 

mahal. Pada tertib patrilineal dikenal perkawinan 

jujur, yaitu perkawinan dengan mem- bayar jujur, 

atau mas kawin dari pihak laki-laki untuk 

melepaskan calon pengantin perempuan dari 

keluarganya dan untuk dimasukan dalam 

golongan keluarga pihak laki-laki. Pada 

perkawinan jujur dikenal pula perkawinan 

dengan pembayaran jasa, yaitu pembayaran mas 

kawinnya ditunda dimana mempelai pria bekerja 

pada mertuanya sehingga utang jujurnya 

terbayar lunas. Berkenaan dengan sistem 

kekeluargaan dalam masyarakat patrilineal, maka 

saat ini anak-anak perempuan cenderung 

memiliki kedudukan dan hak waris yang sama 

dengan laki- laki.30 

 

Perkawinan memasukkan di mana pihak 

laki-laki dilepaskan dari golongan keluarganya 

dan dimasukan dalam golongan ke- luarga 

perempuan. Perkawinan silih tikar yaitu dimana 

seorang istri meninggal dan kedudukannya 

digantikan oleh saudara perempuannya tanpa 

pemberian mas kawin, atau sebaliknya dimana 

laki-laki mengawini janda saudaranya yang telah 

meninggal. Perkawinan dengan pembayaran lain 

terdapat pada masyarakat yang mempunyai tertib 

garis Ibu atau pada tertib parental. Pembayaran 

dimaksud berlainan sifatnya dengan mas kawin. 

Pada tertib matrilineal yang murni si istri tetap 

tinggal dalam golongan keluarganya, dan laki-laki 
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juga tetap dalam golongannya pula, meskipun ia 

tinggal di rumah pihak istrinya, dan anak- 

anaknya termasuk dalam golongan keluarga 

istrinya. Selain itu pada masyarakat adat dikenal 

pula perkawinan patrilokal dan matrilokal. 

Perkawinan patrilokal artinya suami istri tinggal 

pada keluarga laki-laki baik sementara maupun 

selamanya. Perkawinan matrilokal artinya suami 

istri tinggal pada keluarga pihak perempuan. 

Perkawinan mengandung konsekuensi berupa 

munculnya harta perkawinan, yang terdiri dari 

harta pusaka, harta yang diperoleh dari usaha 

masing-masing, dan harta bersama. Harta pusaka 

merupakan harta yang tetap menjadi milik dari 

pihak yang memperolehnya. Harta pusaka tidak 

jatuh menjadi harta bersama. Pada kebanyakan 

daerah harta yang terdapat selama perkawinan 

menjadi harta bersama. Namun hal ini tidak 

berlaku di daerah-daerah dimana terdapat 

susunan keluarga bertali satu. 

Hukum waris adat memuat seluruh 

peraturan hukum yang mengatur pemindahan 

hak milik barang-barang dan harta benda karena 

kematian. Dalam tertib parental semua harta 

benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan 

sama rata kepada semua anak. Harta pusaka 

dalam tertib ini terdiri dari harta milik sendiri 

dari yang meninggal ditambah dengan setengah 

dari harta bersama dalam perkawinan. Suami 

atau istri yang masih hidup tidak mendapat 

bagian waris dari yang meninggal. Apabila yang 

meninggal tidak memiliki anak harta bersama 

akan jatuh ke tangan saudaranya yang masih 

hidup, dan apabila tidak ada saudara, harta 

bersama akan menjadi warisan keluarga dari 

kedua belah pihak. Pada suatu tertib patrilineal 

hanyalah anak laki-laki yang mendapat warisan 

dari ba- pak dan ibunya, dan berhak atas semua 

harta benda. Apabila yang meninggal tidak 

mempu- nyai anak laki-laki maka bagian warisnya 

itu akan jatuh pada kakeknya dari bapak yang 

mewariskan, demikian pula dengan harta pusaka. 

Apabila kakeknya sudah meninggal maka anak- 

anak dari kakek itu (saudara laki-laki yang me- 

wariskan) menjadi ahli waris. Pada tertib 

matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua 

anak-anak, akan tetapi biasanya hanyalah anak- 

anak dari si Ibu. Bila yang meninggal laki-laki 

maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-

saudaranya yang perempuan beserta anak-anak 

mereka. Politik hukum nasional dalam hal perwa- 

risan adalah menyerahkan pada hukum adat 

masing-masing, dan pada hukum Islam pada 

masya- rakat yang beragama Islam. Berdasarkan 

hal ini maka eksistensi hukum waris adat masih 

diper- lukan sebagai landasan hukum proses 

perwarisan. Negara mengakui mekanisme 

pembagian waris oleh masyarakat berdasarkan 

hukum waris adat, dan apabila terjadi 

perselisihan hakim akan memutuskan perkara 

dengan berpedoman pada hukum adatnya 

masing-masing. Sejauh ini Negara tidak hendak 

melakukan unifikasi ter- hadap hukum waris, 

karena permasalahan waris merupakan bidang 

hukum tidak netral (sensi- tif). Upaya unifikasi 

hukum waris menjadi satu hukum waris nasional 

akan berdampak pada ter- jadinya disintegrasi 

bangsa. Oleh karenanya hu- kum waris nasional 

terdiri atas hukum waris adat dan hukum waris 

Islam, dimana hukum wa- ris adat terdiri atas 

hukum waris masing-masing masyarakat adat. 

C. Hukum Tanah 

 Masyarakat adat mengenal hak-hak atas 

tanah yang meliputi hak persekutuan yang oleh 

van Vollenhoven disebutnya beschikkingsrecht, 

hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak 

pakai, hak gadai, dan hak sewa. Hak persekutuan 

atas tanah merupakan hak ulayat yang 

membolehkan kepada persekutuan dan anggota-

anggotanya untuk menarik keuntungan dari 

tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas 

tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, 

menggembala ternak, mengumpulkan bahan 
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makanan, berburu dan memancing). 

Hak untuk menarik keuntungan dari tanah 

persekutuan hanyalah sekedar dipergunakan 

untuk memenuhi keperluan hidup diri dari 

keluarga (tidak boleh dikomersilkan). Apabila 

hak persekutuan itu diolah atau digarap maka 

timbul hubungan yang tetap antara anggota 

persekutuan yang menggarap dengan tanah 

tersebut. 

Hak keuntungan jabatan adalah hak dari 

seorang pamong desa atas tanah jabatan dimana 

ia memiliki hak untuk menarik hasil dari tanah 

tersebut selama ia memegang jabatan. Terhadap 

tanah ini pemegang hak tidak diperkenankan 

menjual dan menggadaikannya. Apabila 

jabatannya telah berakhir maka tanah tersebut 

kembali menjadi tanah hak persekutuan. 

Hak menarik hasil adalah hak yang 

diperoleh atas persetujuan para pemimpin 

persekutuan bagi anggota yang mengolah atau 

meng- garap tanah untuk satu atau beberapa 

kali panen. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Hak pakai yaitu hak mengolah tanah dan 

memungut hasil yang diperoleh dari tanah 

pertanian yang dimiliki oleh orang lain. 

Terkait dengan transaksi tanah, hukum adat 

membedakan antara transaksi tanah dengan 

transaksi yang bersangkutan dengan tanah. 

Dalam transaksi tanah hanya dikenal satu jenis 

perbuatan hukum yakni jual, yaitu perpindahan 

hak milik atas tanah, baik untuk selama lamanya 

atau jual lepas, perpindahan tanah dengan 

pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan 

tunai dan orang yang memindahkan hak tanah itu 

dapat memperoleh kembali tanah itu jika ia 

membayar kembali sebanyak uang yang ia terima 

atau jual gadai. Si pemegang gadai memperoleh 

hak untuk menarik segala manfaat dari tanah 

tersebut, namun tidak boleh menyewakan dan 

menjual lepas dan jual tahunan yakni suatu 

bentuk perpindahan tanah dan si pemilik untuk 

waktu yang tertentu dengan pembayaran 

sejumlah uang tunai kepada orang lain dan 

setelah sampai waktu tertentu maka tanah akan 

kembali kepada si pemiliknya. Hukum Adat selain 

mengenal transaksi tanah yang objeknya tanah, 

mengenal pula transaksi yang bersangkutan 

dengan tanah. Dalam transaksi ini tanah bukanlah 

objek perjanjian, namun tidak dapat dipisahkan 

dari perjanjian. Dalam masyarakat adat misalnya 

dikenal perjanjian maro atau belah pinang dan 

mertelu. Perjanjian belah pinang adalah suatu 

perjanjian dalam mana si pemilik tanah 

mengijinkan orang lain mengerjakan, menanami, 

dan memetik hasil tanahnya dengan tu juan 

membagi hasilnya menurut perbandingan yang 

telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian belah 

pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, 

hal itu dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki 

cukup tenaga untuk menggarap tanahnya sendiri. 

Pada model perjanjian belah pinang, kebanyakan 

menerapkan perjanjian bagi dua, dimana masing-

masing pihak menerima masing-masing setengah 

dari hasilnya. Bila ta- nahnya subur, mudah 

diolah, si pemilik tanah menyediakan alat-alat 

dan benih. Pemilik tanah menerima 2/3 bagian 

sementara penggarap menerima 1/3 bagian. Pada 

tanah yang kurang su- bur dan sulit dikerjakan, 

pemilik tanah mendapat 1/3 bagian dan 

penggarap mendapat 2/3 bagian. 

Jenis perjanjian yang bersangkutan dengan 

tanah lainnya adalah perjanjian sewa yakni 

perjanjian yang intinya adalah bahwa pemilik 

tanah mengijinkan orang lain untuk mengolah, 

menanami dan memungut hasil dari tanah itu 

dengan pembayaran sejumlah uang tertentu 

setelah itu. Selanjutnya, dalam hukum adat 

dikenal pula perjanjian jaminan yang 

bersangkutan dengan tanah, yakni jaminan 

apabila terjadi suatu utang dimana apabila utang 

tidak terbayar maka hasil kebun atau pertanian 

diserahkan kepada si pemberi utang sebagai 

pelunasan utang. Dapat disimpulkan bahwa 
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hukum tanah yakni transaksi tanah dan transaksi 

yang bersangkutan dengan tanah yang berlaku 

pada masyarakat Adat justru relevan dalam 

pemben- tukan hukum nasional karena dinilai 

memenuhi rasa keadilan dan filosofis bangsa. Hal 

ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA hukum agraria 

yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah 

hukum adat. Adapun hukum adat dimaksud harus 

memenuhi syarat-syarat. Pertama, tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. 

Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam UUPA. Ketiga, 

tidak bertentangan dengan peraturan per- 

undang-undangan lainnya. 

Berdasar Pasal 5 UUPA tersebut maka 

kedudukan hukum adat berada pada posisi yang 

penting dalam tatanan Sistem Hukum Agraria 

Nasional. Adapun hukum adat yang menjadi 

dasar berlakunya hukum Agraria Nasional 

adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari 

unsur-unsur asing yang individualistic-liberal 

dan feodal yang tidak sesuai dengan Pancasila, 

selanjutnya hukum adat ini menjadi sumber 

utama dalam pembangunan hukum tanah 

nasional, sekaligus menjadi sumber pelengkap 

bagi hukum tanah nasional. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut dikatakan bahwa UUPA 

lebih bersifat pembahasan hukum tanah 

berdasarkan atas landasan peraturan hukum 

tanah yang disesuaikan dengan Pancasila, 

struktur serta tujuan Negara kesatuan 

Indonesia. Adapun menurut Soepomo 

kedudukan hukum adat di kemudian hari tetap 

menjadi acuan pembangunan hukum Indonesia 

baik untuk memberi bahan-bahan dalam 

pembentukan kodifikasi hukum, maupun 

langsung diterapkan pada lapangan yang belum 

mungkin untuk dikodifikasi. Bahkan dalam 

lapangan hukum yang telah dapat 

dikodifikasikan pun hukum adat sebagai hukum 

kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi 

sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau 

belum ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini 

mempertegas kedudukan hukum adat sebagai 

basis Tata Hukum Nasional.32 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Ada beberapa simpulan atas 

permasalahan yang dibahas pada artikel ini. 

Pertama, lembaga-lembaga hukum adat saat ini 

merupakan lembaga hukum alternatif, yang 

penting untuk dijadikan sebagai landasan atau 

sumber pembentukan hukum nasional. Kedua, 

bidang-bidang hukum adat yang masih relevan 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 

saat ini meliputi baik bidang hukum yang 

bersifat netral seperti hukum keluarga dan 

waris, hak–hak atas tanah yakni ulayat, hak 

keuntungan jabatan, hak menarik hasil hak 

pakai, dan transaksi yang bersangkutan dengan 

tanah seperti, hak sewa, perjanjian belah pinang 

(maro), Sewa dan jaminan dalam perpindahan 

hak berkaitan dengan tanah maupun non netral 

seperti lembaga Nagari. 

 
B. Saran 

Ada 1 (dua) sarang yang dapat diberikan 

sebagai solusi atas permsalahan yang dibahas 

pada artikel ini. Pertama, Pemerintah hendak- 

nya memberlakukan hukum adat sejajar dengan 

hukum nasional. Kedua, Pemerintah hendaknya 

menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum 

dalam pembentukan hukum nasional. 
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